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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya penyerapan 

tenaga kerja sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan 

ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, Upah Minimum 

Provinsi, dan jumlah UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2015–2024. 

Dalam perspektif ekonomi Islam, penyerapan tenaga kerja merupakan 

bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan melalui penciptaan 

kesempatan kerja yang produktif, pemberian upah yang adil, dan 

pengembangan usaha sesuai prinsip syariah. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data dalam 

penelitian ini bersumber dari data sekunder dalam bentuk time series. 

Data time series pada penelitian ini menggunakan 10 tahun terakhir 

yakni pada periode 2015-2024, yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) dan Badan Dinas Koperasi Provinsi Lampung.  Data 

diolah dengan metode regresi linear berganda menggunakan software 

Eviews 12. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Inflasi 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja. Sedangkan Upah Minimum Provinsi dan Jumlah UMKM 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Secara Simultan Inflasi, Upah Minimum Provinsi dan Jumlah UMKM 

berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi 

Lampung Tahun 2015-2024 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

 

Kata Kunci: Penyerapan Tenaga Kerja, Inflasi, Upah Minimum 

Provinsi dan Jumlah UMKM 

  



 

iii 

ABSTRACT 

 

 This study is based on the importance of labor absorption as 

one of the indicators of successful economic development in improving 

public welfare. This study aims to analyze the effects of inflation, the 

Provincial Minimum Wage, and the number of micro, small, and 

medium enterprises (MSMEs) on labor absorption in Lampung 

Province from an Islamic economic perspective for the period 2015–

2024. From an Islamic economic perspective, labor absorption is part 

of the effort to achieve the public good through the creation of 

productive job opportunities, the provision of fair wages, and business 

development in accordance with Sharia principles. 

This study is a quantitative study. The data used in this study 

are derived from secondary data in the form of time series. The time 

series data in this study cover the last 10 years, specifically the period 

from 2015 to 2024, and were obtained from the Central Statistics 

Agency and the Lampung Provincial Cooperative Agency. The data 

was processed using the multiple linear regression method using 

eviews 12 software. 

The results of this study indicate that the inflation variable has 

a negative but insignificant effect on labor absorption. Meanwhile, the 

provincial minimum wage and the number of micro, small, and 

medium-sized enterprises (MSMEs) have a positive and significant 

effect on labor absorption. Simultaneously, inflation, the provincial 

minimum wage, and the number of MSMEs have a significant effect on 

labor absorption in Lampung Province from 2015 to 2024 from an 

islamic economic perspective. 

 

Keyword : Labor absorption, inflation, provincial minimum wage 

and number of UMKM. 
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MOTTO 

 

ثِيْرًا 
َ
َ ك رُوا اللّٰه

ُ
ِ وَاذكْ رْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰه

َ
ا

ْ
وةُ فَانْتَشِرُوْا فِى ال

ٰ
ل فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّ

مْ تُفْلِحُوْنَ 
ُ
ك

َّ
عَل

َّ
۝١ل ٠  

“Apabila salat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi,  

carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya  

agar kamu beruntung.” 

 

(QS. Al-Jumu’ah : 10) 
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keras, usaha, doa dan dukungan yang telah diberikan kepada 
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menyelesaikan pendidikan sampai sarjana. Terima kasih telah 
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kehadiran kalian dengan tawa, keceriaan, dan kepolosan sering 

kali menjadi penghibur di tengah proses penyusuan skripsi ini. 

Semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, kuat dan 
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Nina-Feast “Tumbuh lebih baik cari panggilanmu, jadi lebih baik 

dibanding diriku.” 
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Lampung, sebagai tempat yang telah memberikan ilmu 
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5. Terakhir, kepada perempuan yang selalu yakin bahwa tidak ada 

mimpi yang terlalu tinggi untuk diperjuangkan, yang memilih 

bangkit setiap kali merasa lelah, yaitu diri penulis sendiri, Elda 

Setiawati. Terima kasih karena telah berjuang hingga mampu 

menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih atas 

perjalanan panjang yang telah dilalui hingga sampai pada titik ini. 

Begitu banyak proses yang harus dilewati, begitu banyak air mata 

yang dihapus dengan tangan sendiri, serta begitu banyak 

tantangan yang berhasil dilalui dengan penuh keberanian. Terima 

kasih karena tidak memilih untuk menyerah, meskipun perjalanan 

ini tidak selalu mudah. Tidak ada kebahagiaan yang lebih indah 

selain menyaksikan diri sendiri berkembang menjadi pribadi yang 

lebih baik. Here's to the next chapter, Elda Setiawati! 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Penegasan Judul 

Penjelasan judul diperlukan dalam upaya memberikan batasan-

batasan yang jelas dan pasti, dengan menaruh masing-masing kata 

yang sesuai dengan maknanya. Untuk memudahkan dan 

menghindari dari kesalahpahaman atau kekeliruan yang mungkin 

dapat terjadi, maka dari itu perlu dicantumkannya penegasan judul 

guna memberikan gambaran mengenai judul skripsi yang akan 

penulis teliti. Adapun judul skripsi yang dimaksud ialah 

“Pengaruh Inflasi, Upah Minimum Provinsi dan Jumlah 

UMKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi 

Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2015-2024”. 

Adapun penjelasan dari beberapa istilah kata yang ada dalam 

skripsi ini sebagai berikut: 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang 

atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang.
1
 

2. Inflasi 

Inflasi merupakan suatu fenomena di mana meningkatnya 

harga-harga secara umum yang terjadi dalam periode waktu 

tertentu secara terus menerus. Akibat dari inflasi secara umum, 

menurunnya daya beli masyarakat karena tingkat 

pendapatannya juga menurun.
2
 

3. Upah Minimum Provinsi 

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah suatu standar 

minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku 

industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam 

                                                      
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “‘Arti Kata Pengaruh,’” n.d., 

https://kbbi.co.id/arti-kata/pengaruh. 
2 Putri Sari M J Silabuan and Stevi Jesika Siagian, “Pengaruh Inflasi Dan 

Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Tahun 2002-2009,” 

Niagawan 10, no. 2 (2021): 109–19. 



2 

 

 

lingkungan usaha atau kerjanya yang besarannya ditetapkan 

oleh pemerintah.
3
 

4. UMKM 

Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang, perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
4
 

5. Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga  kerja adalah jumlah dari tenaga kerja 

yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu. Tenaga kerja  

telah  bekerja  dan  terserap  dalam  sektor  perekonomian  di 

mana  hal  tersebut  akan berdampak  menghasilkan  barang  

dan  jasa  dalam  jumlah  yang  besar.
5
 

6. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali 

dan mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi 

kebutuhan dan kesejahteraan manusia, di mana penggalian dan 

penggunaan itu harus sesuai dengan syariat Islam.
6
 

Berdasarkan uraian istilah-istilah pada penegasan judul di 

atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan 

judul ini adalah suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh 

Inflasi, Upah Minimum Provinsi dan Jumlah UMKM Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam. 

 

 

                                                      
3 Fanny Nailufar et al., “Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Penanaman 

Modal Asing (PMA), Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia (Studi Kasus 11 Provinsi IPM 

Lower Medium),” Jurnal Ekonomi Regional Unimal 7, no. 1 (2024): 11–22. 
4 Tulus T.H. Tambunan, “UMKM Di Indonesia” (Jakarta: Prenada, 2021), hal. 

12. 
5 Nurhayati and Lisa Lusianti, “Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Periode Tahun 2014-2023 Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode” 3, no. 

2 (2025). 
6 Farid wajdi dan suhrawardi K. Lubis, “Hukum Ekonomi Islam” (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2020). Hlm. 351 
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B. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi merupakan komponen utama dalam 

kemajuan nasional dan memegang peranan penting dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. keberhasilan 

pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari tingginya 

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan suatu daerah 

dalam menciptakan kesempatan kerja melalui peningkatan 

penyerapan tenaga kerja. Tingginya tingkat penyerapan tenaga 

kerja mencerminkan kemampuan perekonomian dalam 

menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, 

meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong 

pemerataan kesejahteraan.
7
 Dengan demikian, penyerapan tenaga 

kerja menjadi salah satu indikator penting dalam menilai 

keberhasilan pembangunan ekonomi karena berkaitan erat dengan 

produktivitas masyarakat dan stabilitas sosial ekonomi.  Hal 

tersebut menjadikan ketersediaan lapangan kerja  menjadi  tujuan 

utama untuk menyeimbangkan target  pembangunan  ekonomi.
8
 

Pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah pada 

dasarnya merupakan suatu proses yang melibatkan interaksi atau 

hubungan antara berbagai faktor di antaranya adalah sumber daya 

manusia, sumber daya alam, teknologi, modal, dan kebijakan 

pemerintah. Di antara berbagai faktor tersebut, sumber daya 

manusia memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi 

sebagai  pelaku pembangunan, tenaga kerja, sekaligus konsumen 

dari hasil pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi 

merupakan serangkaian usaha-usaha untuk meningkatkan taraf 

hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi 

rendahnya pendapatan per kapita. Semakin berkembang 

perekonomian suatu daerah, semakin besar pula peluang 

terciptanya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga 

kerja. Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor-faktor yang 

                                                      
7 Dkk Ana Ramadhani. A, Basri Bado, “Pengaruh Inflasi, PDRB, Dan Upah 

Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Selatan,” Jurnal 

Ragam Pengabdian Dan Penelitian 3, no. No.1 (2026): 5118–28. 
8 Fransisca Elizabeth Tamba and Yesi Aprianti, “Analisis Kondisi Makro 

Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia,” Jurnal Riset 

Pembangunan 8, no. 1 (2025): 1–15. 
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memengaruhi penyerapan tenaga kerja menjadi sangat penting 

dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan 

ekonomi yang lebih efektif.
9
 

Meskipun demikian, permasalahan ketenagakerjaan masih 

menjadi tantangan di Indonesia. Pertumbuhan jumlah angkatan 

kerja yang terus meningkat belum sepenuhnya diimbangi oleh 

tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai sehingga 

menyebabkan kesempatan kerja belum mampu menyerap seluruh 

tenaga kerja yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya 

kesenjangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan 

kemampuan perekonomian dalam menciptakan kesempatan kerja. 

Apabila kondisi ini berlangsung secara berkelanjutan, maka dapat 

menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta 

mengurangi efektivitas pembangunan ekonomi.
10

  

Fenomena tersebut juga terjadi di Provinsi lampung sebagai 

salah satu provinsi dengan potensi ekonomi yang cukup besar di 

pulau Sumatera yang didukung oleh sektor pertanian, 

perdagangan, industri pengolahan, serta usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM). Sektor-sektor tersebut memiliki peran 

penting dalam mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi 

daerah sekaligus menciptakan kesempatan kerja bagi 

masyarakat.
11

 Namun demikian, permasalahan ketenagakerjaan 

masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi 

daerah. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah penduduk usia 

kerja dari tahun ke tahun yang belum sepenuhnya diimbangi 

dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan perluasan 

kesempatan kerja di Provinsi Lampung terus meningkat sehingga 

penyerapan tenaga kerja masih menjadi salah satu isu strategis 

                                                      
9 I Wayan Subagiarta Fivien Muslihatinningsih, Miftahul Walid, “Penyerapan 

Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur,” E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi 7, 

no. 1 (2020): 1–6. 
10 Agus M Murdiani Atria Tiffany Widyaningsih, Sani, Joko Suseno, “Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia,” Jurnal Ekonomi 

Integra 14, no. 1 (2023): 53–68. 
11 Susanti and Erlin Kurniati, “Analisis Pengembangan Wilayah Berbasis 

Potensi Lokal Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Daerah Di Provinsi Lampung,” 

Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) 4, no. 1 (2025): 274–97. 
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yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan ekonomi 

daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan 

faktor-faktor yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja 

agar potensi ekonomi yang dimiliki Provinsi Lampung dapat 

memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan 

masyarakat. Berikut ini ditampilkan kondisi ketenagakerjaan di 

provinsi lampung tahun 2015-2024. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025 

Gambar 1.1 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi 

Lampung Tahun 2015-2024 

 

Berdasarkan Gambar 1.1. Data menunjukkan bahwa 

penduduk yang bekerja di provinsi lampung selama periode 2015-

2024 mengalami tren peningkatan yang positif, dari 3,71 juta jiwa 

pada tahun 2015 menjadi 4,69 juta jiwa pada tahun 2023. Hal ini 

mencerminkan adanya perkembangan aktivitas ekonomi daerah 

serta perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor ekonomi 

produktif. Meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2017 

menjadi 3,99 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, secara 

umum tren penduduk bekerja meningkat secara konsisten hingga 

tahun 2024.
12

 kenaikan ini mengindikasikan bahwa kemampuan 

perekonomian Provinsi Lampung dalam menyerap tenaga kerja 

semakin membaik dari tahun ke tahun. Namun tetap memerlukan 

                                                      
12 Badan Pusat Statistik (BPS) “ Penduduk Bekerja Provinsi Lampung 2015-

2024” (Lampung, 2025). 
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peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemerataan 

kesempatan kerja antar sektor ekonomi. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

penyerapan tenaga kerja yaitu salah satunya inflasi sebagai 

kemampuan daya beli masyaraklat. Inflasi merupakan  suatu  

proses  kenaikan  harga-harga  umum  secara  terus-menerus  

dalam  periode tertentu. Inflasi juga dapat dipahami sebagai 

fenomena konsisten dalam meningkatnya harga secara 

keseluruhan. Inflasi dapat memberikan dampak besar terhadap 

stabilitas ekonomi, distribusi kekayaan, serta kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, inflasi  juga dapat 

memengaruhi perubahanaktivitas produksi perusahaan. 

Perusahaan dapat meningkatkan atau mengurangi jumlah 

produksinya sebagai respons terhadap inflasi yang terjadi, 

sehingga kondisi tersebut pada akhirnya akan berdampak pada 

kebutuhan dan penyerapan tenaga kerja. Inflasi  berpengaruh  

negatif  terhadap penyerapan  tenaga  kerja yang  dialami  oleh  

produsen.  Hal  ini  dikarenakan  kenaikan  harga-harga  akan  

meningkatkan biaya produksi sehingga produsen akan 

mengurangi kesempatan kerja.
13

 Tinggi rendahnya tingkat inflasi 

membuat perusahaan mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja 

karena naiknya inflasi berdampak pada penurunan produksi akibat 

harga yang mahal dalam pasar.
14

 Berikut ini ditampilkan 

perkembangan Inflasi di provinsi lampung tahun 2015-2024. 

                                                      
13 Sang Ketut Ari Ardiawan and Made Suyana Utama, “Pengaruh Inflasi, PDRB, 

Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia,” 

Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE) 5, no. 1 (2024): 172–98. 
14 Afida Kalsum Ika and Fadli Faishal, “Pengaruh IPM, UMP, Dan Inflasi 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Era Bonus Demografi Pulau Jawa Tahun 2012-

2021),” Journal of Development Economic and Social Studies 3, no. 1 (2024): 44–58. 



7 

 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025 

Gambar 1.2 Perkembangan Inflasi di Provinsi Lampung Tahun 

2015-2024 

 

Berdasarkan Gambar 1.2. Data inflasi di provinsi lampung 

selama periode 2015-2024 menunjukkan bahwa tingkat inflasi 

cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 

2015 inflasi tercatat sebesar 4,34%, kemudian mengalami 

penurunan pada tahun 2016 menjadi menjadi 2,78%. Setelah itu, 

inflasi kembali berfluktuasi pada kisaran yang relatif stabil di 

tahun 2017 hingga 2021, yaitu berada pada rentang sekitar 2% 

hingga 3%. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 

5,51%, yang menunjukkan adanya tekanan harga yang cukup kuat 

pada periode tersebut. Namun, setelah itu inflasi kembali menurun 

pada tahun 2023 menjadi 3,47% dan terus turun hingga mencapai 

1,57% pada tahun 2024 sebagai nilai terendah selama periode 

pengamatan.
15

 Fluktuasi inflasi tersebut menunjukkan bahwa 

kondisi perekonomian di Provinsi Lampung mengalami dinamika 

yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan harga 

barang dan jasa serta kondisi permintaan dan penawaran di pasar. 

Kondisi inflasi yang berfluktuasi ini diduga dapat memengaruhi 

stabilitas ekonomi daerah serta berdampak pada kemampuan 

pelaku usaha dalam menyerap tenaga kerja. 

Salah  satu  faktor  penting  yang dapat mepengaruhi  kondisi  

tenaga  kerja  adalah  Upah Minimum Provinsi.  Upah  minimum  

                                                      
15 “Badan Pusat Statistik (BPS) ‘Inflasi Provinsi Lampung’ 2015-2024” 

(Lampung, 2025). 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
4,34 2,78 3,02 2,73 3,44 2 2,19 5,51 3,47 1,57 

INFLASI 

Tahun Inflasi



8 

 

 

merupakan upah  bulanan  terendah  yang  ditentukan  oleh 

pemerintah sebagai bentuk perlindungan bagi karyawan agar 

memperoleh penghasilan yang layak.
16

 Meningkatnya upah 

ditandai dengan adanya kenaikan jumlah permintaan barang dan 

jasa, oleh sebab itu naiknya jumlah permintaan barang dan jasa 

dapat menyebabkan jumlah dari produksi dapat meningkat, yang 

pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan jumlah tenaga 

kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Kenaikan upah memang 

dapat meningkatkan kesempatan kerja, karena dengan naiknya 

tingkat upah yang dilakukan diharapkan juga akan ada 

peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan konsumsi.
17

   

Dalam teori permintaan tenaga kerja, kenaikan tingkat upah 

akan menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja yang diminta 

oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena upah merupakan salah satu 

komponen utama biaya produksi. Ketika tingkat upah meningkat, 

maka biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan juga akan 

mengalami kenaikan, kondisi tersebut mendorong perusahaan 

untuk melakukan penyesuaian dengan mengurangi jumlah tenaga 

kerja yang direkrut atau menahan perekrutan tenaga kerja baru 

guna menjaga efisiensi biaya dan profitabilitas perusahaan. Selain 

itu, peningkatan biaya tenaga kerja juga dapat berdampak pada 

kenaikan total biaya produksi secara keseluruhan. Dalam situasi 

tersebut, perusahaan cenderung melakukan efisiensi operasional 

agar tetap mampu bersaing dan mempertahankan keuntungan. 

Oleh karena itu, kebijakan kenaikan upah minimum dapat 

memberikan pengaruh terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di 

suatu daerah.
18

 Berikut ini ditampilkan perkembangan upah 

minimum provinsi di provinsi lampung tahun 2015-2024. 

                                                      
16 Wensy Frangky Israel Rompas Benidita Lake, Amran T. Naukoko, “Pengaruh 

Upah Minimum Provinsi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Di Provinsi Maluku UTARA TAHUN 2009-2023,” Jurnal Pendidikan Multidisiplin 2, 

no. No.9 (2025): 118–35. 
17 M. Sri WahyudiSuliswanto Sapriansah Ali Nur Iksan, Zainal Arifin, 

“Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi, Dan PDRB Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Ekonomi (Jie) 4, no. 1 (2023): 42–55. 
18 Andhika Bhagaskara et al., “Kondisi Penyerapan Tenaga Kerja Akibat 

Kenaikan Upah Minimum Conditions of Employment Due to the Increase in 

Minimum Wages,” Journal of Ekonomi Dan Bisnis 16, no. 1 (2020): 157–66. 
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025 

Gambar 1.3 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di 

Provinsi Lampung Tahun 2015-2024 

 

Berdasarkan Gambar 1.3. upah minimum provinsi di 

provinsi lampung selama periode 2015-2024 menunjukkan tren 

peningkatan hampir setiap tahun. Pada tahun 2015 UMP sebesar 

Rp. 1.581.000 dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 

Rp. 2.716.000 pada tahun 2024. Peningkatan upah minimum 

provinsi tersebut mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan 

pemerintah daerah terhadap kondisi perekonomian serta hidup 

layak masyarakat. secara keseluruhan, kenaikan UMP 

menunjukkan adanya upaya peningkatan kesejahteraan tenaga 

kerja dan daya beli masyarakat di provinsi lampung. Namun 

demikian, terdapat periode stagnasi pada tahun 2020-2021 ketika 

upah minimum tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar 

Rp. 2.432.000. kondisi ini diduga berkaitan dengan perlambatan 

ekonomi akibat COVID-19. Setelah periode tersebut, upah 

minimum mengalami peningkatan secara bertahap pada tahun 

2022 hingga tahun 2024.
19

 Secara keseluruhan, tren kenaikan 

UMP menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun demikian, 

peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan 

produktivitas tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan agar 

sejalan dengan prinsip keadilan dalam perspektif ekonomi Islam.  

                                                      
19 “Badan Pusat Statistik (BPS) ‘ Upah Minimum Provinsi Lampung’ 2015-

2024” (Lampung, 2025). 
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Selain Upah Minimum Provinsi, Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) juga memiliki peran penting dalam 

mendorong perekonomian, sektor ini terbukti mampu 

menyediakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat. UMKM 

merupakan fondasi ekonomi yang memberikan kontribusi besar 

terhadap penciptaan lapangan kerja, pendapatan, dan pertumbuhan 

ekonomi secara umum. Bagi banyak orang, terutama mereka yang 

berasal dari kelas sosial ekonomi rendah, UMKM menjadi sumber 

utama pekerjaan mereka. Salah satu inisiatif yang dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan perekonomian lokal adalah 

pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM pada dasarnya 

merupakan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah. 

Oleh karena itu, peran masyarakat dan pemerintah sangat penting 

dalam mempercepat pertumbuhan UMKM.
20

 Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian Suhendar, Ruslan Abdul Ghofur, dan Fatih 

Fuadi yang menunjukkan bahwa pengembangan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Lampung merupakan salah 

satu bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi 

masyarakat. Pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat 

tersebut juga perlu dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai 

dan prinsip ekonomi Islam.
21

 Berdasarkan hal tersebut, 

perkembangan jumlah UMKM di Provinsi Lampung tahun 2015-

2024 dapat dilihat pada gambar berikut: 

                                                      
20 Putri Salsabila Indrawan Lubis and Rofila Salsabila, “Peran UMKM (Usaha 

Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di 

Indonesia,” Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis 2, no. 2 (2024): 91–

110. 
21 Suhendar Ruslan Abdul Ghofur, Fatih Fuadi, “Analysis of Allocation of 

Village Funds through the Establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDES ) 

According to an Islamic Economic Perspective (Case Study of Bumdes in Lampung 

Province),” International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) 02, 

no. 02 (2023): 629–36. 
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Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, 2025 

Gambar 1.4 Perkembangan UMKM di Provinsi Lampung 

Tahun 2015-2024 

 

Berdasarkan gambar 1.4. data jumlah Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung selama periode 

2015–2024, secara umum menunjukkan tren peningkatan yang 

cukup signifikan. Pada awal periode, jumlah UMKM tercatat 

sebesar 61.947 unit pada tahun 2015 dan mengalami 

peningkatan yang cukup pesat hingga tahun 2018 menjadi 

168.938 unit. Namun demikian, pada tahun 2019 terjadi 

penurunan menjadi 142.748 unit yang mengindikasikan adanya 

dinamika dalam perkembangan sektor UMKM di daerah. 

Setelah itu, jumlah UMKM kembali mengalami peningkatan 

secara bertahap pada periode 2020 hingga 2021, dan mengalami 

lonjakan yang cukup signifikan pada tahun 2022 hingga 

mencapai 270.157 unit. Peningkatan yang sangat tajam juga 

terjadi pada tahun 2023 hingga mencapai 492.986 unit dan pada 

tahun 2024 jumlahnya tetap berada pada angka yang sama.
22

 

Secara keseluruhan, perkembangan UMKM di Provinsi 

Lampung menunjukkan tren yang meningkat dengan beberapa 

fluktuasi pada periode tertentu. Kondisi ini mencerminkan 

bahwa sektor UMKM memiliki peran yang semakin penting 

dalam perekonomian daerah, khususnya dalam menciptakan 

                                                      
22 “Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Lampung 2015-2024” (Lampung, 

2025). 
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lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Namun demikian, 

fluktuasi yang terjadi menunjukkan bahwa perkembangan 

UMKM juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan dinamika 

usaha di daerah. Oleh karena itu, perkembangan jumlah UMKM 

ini diduga memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja 

di Provinsi Lampung. 

Dalam perspektif Islam, kerja bukanlah sekedar upaya 

ekonomi, tetapi merupakan bagian dari ibadah dan manifestasi 

tanggung jawab sebagai khalifah Allah di muka bumi. Melalui 

kerja, manusia diberi ruang untuk menunaikan amanah, 

menegakkan kejujuran, mengembangkan etos kerja, serta 

menunjukkan tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan 

komunitasnya.
23

 Hal ini ditegaskan dalam QS. At-Taubah Ayat 

105. 
ى  

ٰ
وْنَ اِل مُؤْمِنُوْنََۗ وَسَتُرَدُّ

ْ
هٗ وَال

ُ
مْ وَرَسُوْل

ُ
ك
َ
ُ عَمَل وْا فَسَيَرَى اللّٰه

ُ
وَقُلِ اعْمَل

وْنََۚ 
ُ
نْتُمْ تَعْمَل

ُ
مْ بِمَا ك

ُ
ئُك ِ هَادَةِ فَيُنَب 

غَيْبِ وَالشَّ
ْ
۝١عٰلِمِ ال ٠٥  

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, 

Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang 

mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan 

memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu 

kerjakan.” (QS. At-Taubah Ayat 105) 

 

Ayat ini mengandung makna tentang pentingnya kerja dan 

tanggung jawab dalam setiap aktivitas manusia, termasuk dalam 

bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam tafsir para ulama 

dijelaskan bahwa perintah “bekerjalah” menunjukkan dorongan 

Islam agar manusia aktif, produktif, dan tidak berpangku tangan, 

karena setiap usaha yang dilakukan akan dinilai, baik oleh 

manusia maupun oleh Allah SWT. Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi, sehingga 

setiap pekerjaan, kebijakan, dan keputusan ekonomi tidak hanya 

memiliki konsekuensi duniawi, tetapi juga pertanggungjawaban 

                                                      
23 Yeti Sri Maryati and Agus Susilo Saefullah, “Pendidikan Islam Dan Dunia 

Kerja Dalam Perspektif Ayat Dan Hadis,” Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa 3, no. 

4 (2025): 404–15. 
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di akhirat. Islam  memandang bahwa   tenaga   kerja   memiliki   

kedudukan   penting   sebagai   mitra   usaha,   sehingga 

pemberian  upah harus mencerminkan prinsip ‘adl (keadilan), 

ihsan  (kebaikan),  dan maslahah  (kemanfaatan).  Islam 

menekankan bahwa upah harus diberikan secara layak dan adil 

sesuai dengan usaha dan kontribusi tenaga kerja, serta tidak 

menzalimi pihak mana pun. Dengan demikian, ayat ini 

menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan 

bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan, tetapi juga 

sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral untuk 

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh 

masyarakat.
24

  

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor 

yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Penelitian 

sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda mengenai 

pengaruh inflasi, Upah Minimum Provinsi, dan jumlah UMKM 

terhadap penyerapan tenaga kerja. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Rabbil dan Ifhan Setiawan menyatakan bahwa 

variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan  tenaga  kerja.
25

 Hal  ini  dapat  dijelaskan  karena 

peningkatan  inflasi  cenderung  mendorong  konsumsi  

masyarakat,  yang  kemudian meningkatkan   produksi   barang   

dan   jasa,   sehingga   perusahaan   membutuhkan tambahan 

tenaga kerja. Tetapi di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh I 

Nyoman Sutama, Usman dan Nunung, menyatakan bahwa inflasi 

secara  parsial  berpengaruh negatif  dan  signifikan terhadap 

penyerapan  tenaga  kerja.
26

 Hal tersebut terjadi karena kenaikan 

harga faktor-faktor produksi menyebabkan biaya produksi 

                                                      
24 Ayu Aristika Febi Wulandari, Lutfi Hery Rahmawan, “Pengaruh Upah Dan 

Produksi Dalam Ekonomi Islam Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Umkm Industri 

Kerajinan Kain Tapis Di Desa Negeri Katon,” Jurnal Ekonomi Syariah 2, no. 3 

(2025): 22–33. 
25 Ifhan Setiawan Rabbil, “Pengaruh Inflasi, PDRB, Dan Upah Minimum 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Sumatera: Analisis Regresi 2018-2024,” 

Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 7, no. 1 (2026): 55–68. 
26 Nunung I Nyoman Sutama, Usman, “Pengaruh Produk Domestik Regional 

Bruto, Upah Minimum, Inflasi Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2020,” Jurnal Ekonomi & Bisnis 9, no. 2 

(2021): 100–108. 
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meningkat. Peningkatan biaya produksi mendorong perusahaan 

mengurangi output produksi sehingga kebutuhan terhadap tenaga 

kerja juga menurun. 

Variabel lain yang diteliti yaitu upah minimum provinsi, 

penelitian serupa yang dilakukan oleh Danik Firdania dan Niniek 

Imaningsih menyatakan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja.
27

 Hasil berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fadhila Aulia Yanda, Sri Endang Saleh dan Sri Indriyani S.Dai 

yang menyatakan bahwa Upah  Minimum Provinsi memiliki  

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap  Penyerapan  

Tenaga  Kerja.
28

  Sehingga,  jika  Upah  Minimum  Provinsi  

meningkat  maka  dapat  meningkatkan presentasi Penyerapan 

Tenaga Kerja secara tidak signifikan. 

Variabel selanjutnya yaitu Jumlah UMKM, penelitian yang 

dilakukan oleh Samsul Arifin menyatakan bahwa Jumlah Usaha 

Kecil Menengah tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja.
29

 Hal tersebut terjadi karena masih 

banyak UKM yang belum mandiri sehingga penambahan unit 

UKM baru belum diimbangi dengan penambahan tenaga kerja. 

Hasil lain ditunjukkan oleh peneliti Ilham Fadlilah dan Asnita 

Frida Sebayang, menunjukkan hasil secara parsial jumlah 

UMKM berpengaruh signifikan  terhadap  penyerapan  tenaga  

kerja.
30 Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah UMKM 

yang diikuti dengan meningkatnya aktivitas produksi dan 

                                                      
27 Niniek Imaningsih Danik Firdania, “Analisis Pengaruh Upah Minimum 

Provinsi, Rata-Rata Lama Sekolah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur,” Jurnal Pendidikan Ekonomi 7, no. 1 (2026): 

16–31. 
28 Sri Indriyani S.Dai Fadhila Aulia Yanda, Sri Endang Saleh, “Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di 

Sulawesi,” Jurnal Ekonomi Dan Manajemen 4, no. 2 (2022): 101–11. 
29 Samsul Arifin, “Pengaruh Investasi, PDRB, UMR Jumlah UKM Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UKM Pulau Sumatera,” Jurnal Ilmu Ekonomi (Jie) 

5, no. 2 (2023): 166–79. 
30 Ilham Fadlilah and Asnita Frida Sebayang, “Pengaruh PDRB Atas Harga 

Konstan, Jumlah UMKM Dan Jumlah Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Sektor UMKM Di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2018-2021,” Bandung 

Conference Series: Economics Studies 4, no. 1 (2024): 174–81. 
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operasional usaha, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja juga 

semakin besar.  

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat adanya perbedaan dan 

kesenjangan penelitian (research gap) mengenai pengaruh inflasi, 

upah minimum provinsi, dan jumlah umkm terhadap penyerapan 

tenaga kerja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketiga 

variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan 

penelitian lainnya menunjukkan pengaruh negatif tidak signifikan 

bahkan tidak berpengaruh. Perbedaan hasil tersebut diduga 

dipengaruhi oleh perbedaan periode penelitian, objek penelitian 

metode analisis yang digunakan, serta kondisi perekonomian 

pada masing-masing daerah. Oleh karena itu penelitian ini 

bertujuan untuk mengisi celah penelitian tersebut dengan 

menganalisis pengaruh inflasi, upah minimum provinsi dan 

jumlah umkm terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi 

lampung dalam perspektif ekonomi islam tahun 2015-2024. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam 

penelitian ini akan dilihat sejauh mana pengaruh inflasi, upah 

minimum provinsi dan jumlah umkm dapat mempengaruhi 

peneyrapan tenaga kerja di provinsi lampung. oleh karena itu 

penelitian ini berjudul “Pengaruh Inflasi, Upah Minimum 

Provinsi, dan Jumlah UMKM Terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Tahun 2015-2024”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar peneliti dapat terarah dan 

untuk menghindari meluasnya cakupan penelitian. Batasan 

masalah pada penelitian ini yaitu membahas masalah tentang 

Pengaruh Inflasi, Upah Minimum Provinsi dan Jumlah UMKM 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2015-2024. Data yang digunakan 

adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan 

Dinas Koperasi Provinsi Lampung dan instansi terkait lainnya. 

Data yang dijadikan objek penelitian adalah Provinsi Lampung dari 

Tahun 2015-2024 dan variabel yang di uji Inflasi, Upah Minimum 

Provinsi dan Jumlah UMKM. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis 

dapat memberikan rumusan masalah sebagai dasar dari penelitian 

yaitu:  

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja 

di Provinsi Lampung pada tahun 2015-2024? 

2. Apakah Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung pada tahun 

2015-2024? 

3. Apakah Jumlah UMKM berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Provinsi Lampung pada tahun 2015-2024? 

4. Apakah Inflasi, UMP, dan Jumlah UMKM berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi 

Lampung tahun 2015-2024? 

5. Bagaimana Inflasi, UMP, dan Jumlah UMKM Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung tahun 2015-

2024 Dalam Perspektif Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Inflasi 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung Pada 

Tahun 2015-2024. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Upah 

Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 

Provinsi Lampung Pada Tahun 2015-2024. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Jumlah UMKM 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung Pada 

Tahun 2015-2024. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis secara bersama-sama 

pengaruh Inflasi, Upah Minimum Provinsi, dan Jumlah 

UMKM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi 

Lampung tahun 2015-2024.  
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5. Untuk mengetahui dan menganalisis Inflasi, UMP, dan Jumlah 

UMKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi 

Lampung tahun 2015-2024 dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan. Pertama bagi akademisi serta memberikan 

sumbangsih hasil pemikiran mengenai pengaruh Inflasi, Upah 

Minimum Provinsi, dan Jumlah UMKM Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja di Provinsi Lampung Ditinjau Dari Perspektif 

Ekonomi Islam Tahun 2015-2024. Selain itu dapat menambah 

literasi mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 

khususnya prodi Ekonomi Islam. Kedua bagi penulis, 

memberikan sebuah pengetahuan, pengalaman serta 

menambah wawasan ilmiah yang cukup dan salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah 

Provinsi Lampung dalam kebijakan upah dan pengembangan 

UMKM, serta menjadi panduan bagi pelaku UMKM dan 

referensi bagi akademisi untuk penelitian selanjutnya. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Sebagai salah satu bahan acuan dari penelitian ini adalah 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian 

yang menjadi referensi penyusun adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Afifah Khairyah dan Amsah 

Hendri Doni tahun 2025 dengan judul penelitian “ Pengaruh 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bukit Tinggi”. Penelitian 

ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dengan 

metode analisis yang digunakan adalah regresi sederhana 

dengan menggunakan data sekunder berupa data time series 
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dari tahun 1993-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel upah minimum kabupaten/kota (X1) mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) di 

kota bukit tinggi. Perbedaan pada penelitian ini yaitu 

penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel inflasi, 

jumlah UMKM dan tidak menggunakan kajian perspektif 

ekonomi islam, selain itu pada objek penelitian yang penulis 

lakukan pada Provinsi lampung. Persamaan dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait variabel 

upah minimum dan penyerapan tenaga kerja.
31

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Vicy Andriany, Sonya 

Aprimayana dan Annisa Desfikasari tahun 2025 dengan 

judul penelitian “Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi 

terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia”. Penelitian 

ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dengan 

metode analisis yang digunakan adalah regresi linear 

berganda dengan menggunakan data sekunder berupa data 

time series dari tahun 1993-2023. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel upah minimum (X1) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja, variabel inflasi (X2) berpengaruh positif 

namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Secara  simultan,  upah  minimum  dan  inflasi  terbukti  

berpengaruh  signifikan  terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian terdahulu 

tidak menggunakan variabel jumlah UMKM dan tidak 

menggunakan kajian perspektif ekonomi islam, selain itu 

pada objek penelitian yang penulis lakukan pada Provinsi 

lampung. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

membahas terkait variabel upah minimum, inflasi dan 

penyerapan tenaga kerja.
32

 

                                                      
31 Afifah Khairyah dan Amsah Hendri Doni, “Pengaruh Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bukittinggi,” 

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 3, no. 4 (2025): 843–54. 
32 Annisa Desfikasari Vicy Andriany, Sonya Aprimayana, “Analisis Pengaruh 

Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia,” Jurnal Riset 

Manajemen Dan Ekonomi 3 No.4, no. 1 (2025): 176–84. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Muammar Fazri Ramadhan 

dan Reza Juanda, B.Soc.Sc., M.Ec.Dev tahun 2021 dengan 

judul penelitian “Efektifitas Pengaruh Jumlah UMK dan 

Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 

Indonesia”. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan 

kuantitatif dengan metode analisis yang digunakan adalah 

regresi data panel dengan menggunakan data sekunder 

selama tiga tahun dari tahun 2017-2019. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel UMK (X1) berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

variabel upah minimum (X2) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Perbedaan 

pada penelitian ini yaitu penelitian terdahulu tidak 

menggunakan variabel inflasi dan tidak menggunakan kajian 

perspektif ekonomi islam, selain itu pada objek penelitian 

yang penulis lakukan pada Provinsi lampung. Persamaan 

dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait 

variabel upah minimum, Jumlah UMKM dan penyerapan 

tenaga kerja.
33

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Krismadayanti, Heni 

Noviarita, dan Muhammad Iqbal tahun 2023 dengan judul 

penelitian “Pengaruh Literasi, Inklusif Keuangan Syariah 

dan Locus Of Control Terhadap Kinerja Keuangan dalam 

Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

di Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini menggunakan 

jenis pendekatan kuantitatif dengan metode analisis yang 

digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan 

data primer dengan metode analisis yang digunakan adalah 

regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Variabel literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja keuangan UMKM di Kota Bandar 

Lampung. Sementara itu, inklusi keuangan syariah dan locus 

of control berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 

keuangan UMKM di Kota Bandar Lampung. Perbedaan 

                                                      
33 Muammar Fazri Ramadhan dan Reza Juanda, “Efektifitas Pengaruh Jumlah 

UMK Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia,” Jurnal 

Ekonomi Regional Unimal 4, no. 2 (2021): 17–22. 
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pada penelitian ini yaitu penelitian terdahulu tidak 

menggunakan variabel inflasi, upah minimum provinsi dan 

penyerapan tenaga kerja, selain itu pada objek penelitian 

yang penulis lakukan pada Provinsi lampung. Persamaan 

dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait 

variabel UMKM.
34

  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hana Zalfa Salsabila, Is 

Susanto, dan Taufiqur Rahman tahun 2025 dengan judul 

“Analisis pengaruh investasi swasta, Belanja modal, dan 

upah minimum kota (umk) terhadap penyerapan tenaga kerja 

di Kota Bandar Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam”. 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif 

dengan metode analisis yang digunakan adalah regresi linear 

berganda dengan menggunakan data sekunder berupa data 

time series dari tahun 2013-2023. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel belanja modal (X1) 

berpengaruh negatif tidak signifikan sedangkan variabel 

investasi swasta (X2) dan upah minimum kota (X3) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja di kota Bandar Lampung. Perbedaan pada 

penelitian ini yaitu penelitian terdahulu tidak menggunakan 

variabel inflasi, dan Jumlah UMKM, Persamaan dengan 

penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait variabel 

upah minimum dan Penyerapan tenaga kerja.
35

 

6. Penelitian yang dilakukan oleh M. Fathul Riyan Afrizal dan 

Maulidyah Indira Hasmarini Tahun 2024 dengan judul 

penelitian “Analisis Pengaruh Investasi, Indeks 

Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi dan 

Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penyerapan 

                                                      
34  Krismadayanti, Heni Noviarita, Muhammad Iqbal “Pengaruh Literasi, 

Inklusif Keuangan Syariah Dan Locus Of Control Terhadap Kinerja Keuangan Dalam 

Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Bandar 

Lampung,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 3 (2023): 4018. 
35 Hana Zalfa Salsabila, Is Susanto, and Taufiqur Rahman, “Analisis Pengaruh 

Investasi Swasta, Belanja Modal, Dan Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam,” Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and 

Research 9, no. 1 (2025): 54–73. 
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Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta”. Penelitian ini 

menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dengan metode 

analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda 

dengan menggunakan data sekunder berupa data time series 

dari tahun 2002-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Investasi (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap tenaga 

kerja, sedangkan indeks Pembangunan  Manusia (X2), 

Produk Domestik  Regional  Bruto (X3)  dan  Upah  

Minimum  Provinsi (X4) berpengaruh terhadap Tenaga 

Kerja di Provinsi DKI Jakarta. Perbedaan pada penelitian ini 

yaitu penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel 

inflasi, dan Jumlah UMKM, dan tidak menggunakan kajian 

perspektif ekonomi islam, selain itu pada objek penelitian 

yang penulis lakukan pada Provinsi lampung. Persamaan 

dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait 

variabel upah minimum dan tenaga kerja.
36

 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Alima Shofia, Hadigufri 

Triha, dkk, tahun 2023 dengan judul penelitian “Pengaruh 

Jumlah Angkatan Kerja, Jumlah UMKM, dan Inflasi 

Terhadap Laju PDRB Kota Padang”. Penelitian ini 

menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dengan metode 

analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda 

dengan menggunakan data sekunder berupa data time series 

dari tahun 2014-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel Jumlah UMKM (X1), Angkatan Kerja (X2) dan 

Inflasi (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Laju 

PDRB Kota Padang (Y). Perbedaan pada penelitian ini yaitu 

penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel upah 

minimum provinsi, dan tidak menggunakan kajian perspektif 

ekonomi islam, selain itu terdapat perbedaan pada objek dan 

tahun penelitian. Persamaan dengan penelitian ini yaitu 

                                                      
36 M. Fathul Riyan Afrizal dan Maulidyah Indira Hasmarini, “Analisis Pengaruh 

Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi Dan Produk 

Domestik Regional Bruto Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta,” 

Journal Of Social Science Research 4, no. 1 (2024): 9257–68. 
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sama-sama membahas terkait variabel jumlah UMKM, 

Inflasi dan tenaga kerja.
37

 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Esa Fajar Rini dan Septriani 

tahun 2025 dengan judul penelitian “Impact Analysis Of 

Minimum Wages, Investments And Inflation On Labor 

Absorption In The Manufacturing Industry In Indonesia”. 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif 

dengan metode analisis yang digunakan adalah regresi linear 

berganda dengan menggunakan data sekunder berupa data 

time series dari tahun 1991-2021. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel infalsi berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. sementara 

itu, upah minimum  dan investasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di industri 

manufaktur di Indonesia. Perbedaan pada penelitian ini yaitu 

penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Jumlah 

UMKM, dan tidak menggunakan kajian perspektif ekonomi 

islam, selain itu terdapat perbedaan pada objek dan tahun 

penelitian. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

membahas terkait variabel inflasi, upah minimum dan 

penyerapan tenaga kerja.
38

 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zidan Al Aziz 

Rahmatullah, dan Marseto tahun 2024 dengan judul 

penelitian “Analysis of Inflation, Regional Gross Domestic 

Product and Minimum Wage on Employment Absorption in 

East Nusa Tenggara Province”. Penelitian ini menggunakan 

jenis pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode analisis 

yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan 

menggunakan data sekunder berupa data time series dari 

tahun 2010-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel inflasi dan upah minimum berpengaruh signifikan 

                                                      
37 Alima Shofia Dkk, “Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja, Jumlah UMKM, Dan 

Inflasi Terhadap Laju PDRB Kota Padang,” Jurnal Surya Teknika 10, no. 2 (2023): 

858–65. 
38 Esa Fajar Rini and Septriani Septriani, “Impact Analysis of Minimum Wages, 

Investments and Inflation on Labor Absorption in the Manufacturing Industry in 

Indonesia,” Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan 10, no. 1 (2025): 11–24. 
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terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel 

PDRB tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian terdahulu 

tidak menggunakan variabel Jumlah UMKM, dan tidak 

menggunakan kajian perspektif ekonomi islam. Persamaan 

dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait 

variabel inflasi, upah minimum dan penyerapan tenaga 

kerja.
39

 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Nabilatus Solihah dan Kukuh 

Arisetyawan tahun 2025 dengan judul penelitian “Pengaruh 

Upah, Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Jawa Barat”. Penelitian 

ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dengan 

metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel 

dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2019-2023. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah 

minimum berpengaruh negatif dan signifikan, variabel 

angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia 

berpengaruh positif pada penyerapan  tenaga  kerja di Jawa 

Barat. Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian 

terdahulu tidak menggunakan variabel Jumlah UMKM, 

inflasi dan tidak menggunakan kajian perspektif ekonomi 

islam. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

membahas terkait variabel upah minimum dan penyerapan 

tenaga kerja.
40

 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui 

bahwa kajian mengenai pengaruh inflasi, upah minimum 

provinsi, dan jumlah umkm terhadap penyerapan tenaga kerja 

masih menunjukkan hasil yang beragam. Selain itu, penelitian 

terdahulu umumnya menggunakan objek penelitian yang berbeda, 

                                                      
39 Muhammad Zidan Al Aziz Rahmatullah and Marseto Marseto, “Analysis of 

Inflation, Regional Gross Domestic Product and Minimum Wage on Employment 

Absorption in East Nusa Tenggara Province,” Journal of Business Management and 

Economic Development 2, no. 03 (2024): 1254–63. 
40 Nabilatus solihah dan kukuh Arisetyawan, “Independent : Journal Of 

Economics E-ISSN 2798-5008,” Independent : Journal Of Economics 5, no. 1 (2025): 

79–90. 
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periode penelitian yang berbeda, serta belum banyak yang 

mengkaji penyerapan tenaga kerja dalam perspektif ekonomi 

islam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (Novelty) 

terletak pada fokusnya menguji pengaruh inflasi, upah minimum 

provinsi dan jumlah umkm terhadap penyerapan tenaga kerja 

dengan objek penelitian di provinsi lampung dan periode 

penelitian terbaru yaitu tahun 2015-2024. 

 

H. Sistematika Penulisan  

 Sebagai Gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian 

ini, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

BAB 1   PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang 

berhubungan dengan variabel penelitian yang diambil 

dari beberapa kutipan (buku, jurnal ataupun karya 

ilmiah lainnya). Selain itu juga membahas hipotesis 

yang menjelaskan teori- teori yang berhubungan 

dengan pokok pembahasan dan penelitian terdahulu 

yang menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam 

analisa penelitian ini.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang 

akan digunakan dalam penelitian meliputi waktu dan 

tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, 

populasi, sampel, teknik pengumpulan data, definisi 

operasional variabel dan teknik analisis data. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang pembahasan hasil 

penelitian, gambar hasil penelitian, analisis data dan 

pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V  PENUTUP 

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan atas hasil 

pembahasan dari hasil penelitian serta rekomendasi 

yang berisi saran-saran yang praktis dan teoritis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Ketenagakerjaan Klasik 

 Teori ketenagakerjaan klasik yang dikemukakan oleh 

Adam Smith menekankan pentingnya mekanisme pasar bebas 

dalam mengatur keseimbangan tenaga kerja. Menurut Smith, 

dalam kondisi pasar tenaga kerja yang secara berfungsi 

optimal, keseimbangan antara permintaan dan penawaran 

tenaga kerja akan tercapai secara alami tanpa intervensi 

pemerintah. Tingkat upah akan menyesuaikan kondisi pasar, di 

mana peningkatan permintaan tenaga kerja mendorong 

kenaikan upah, sedangkan kelebihan penawaran tenaga kerja 

akan menekan tingkat upah hingga titik keseimbangan.  

 Smith juga menjelaskan bahwa pasar tenaga kerja yang 

kompetitif akan menciptakan keseimbangan antara tingkat 

upah dan produktivitas tenaga kerja. Upah yang sesuai dengan 

kontribusi pekerja dapat mendorong peningkatan motivasi dan 

produktivitas kerja. Selain itu, Smith menekankan pentingnya 

pembagian kerja (division of labour) dan spesialisasi sebagai 

faktor yang dapat meningkatkan efisiensi produksi. Semakin 

tinggi produktivitas tenaga kerja yang dihasilkan, semakin 

besar output yang mampu di produksi perusahaan sehingga 

kebutuhan terhadap tenaga kerja juga meningkat.
41

 

2. Teori Keynesian 

 Sebagai respons terhadap kelemahan teori klasik, John 

Maynard Keynes dalam The General Theory of Employment, 

Interest, and Money, mengemukakan bahwa 

ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja tidak selalu dapat 

diselesaikan melalui mekanisme pasar. Keynes berpendapat  

bahwa rendahnya penyerapan tenaga kerja sering kali bukan 

disebabkan oleh faktor penawaran tenaga kerja, tetapi lebih 

kepada kurangnya permintaan agregat dalam perekonomian. 

                                                      
41 M. Ec.Dev Dr. M. Afdhal Chatra P, SE, “Ekonomi Sumber Daya Manusia 

(Peluang Dan Tantangan Di Era 4.0)” (kota jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 

2025), 33. 
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Ketika permintaan agregat rendah, perusahaan akan 

mengurangi tingkat produksi dan menunda perekrutan tenaga 

kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi rendah. Oleh 

karena itu Keynes menekankan pentingnya intervensi 

pemerintah, baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter, 

guna merangsang investasi, konsumsi, dan penciptaan 

lapangan kerja baru sehingga dapat meningkatkan penyerapan 

tenaga kerja.
42

 

 

B. Penyerapan Tenaga Kerja 

1. Pengertian Penyerapan Tenaga Kerja 

 penyerapan  tenaga  kerja  merupakan  banyaknya  orang  

yang  dapat  terserap untuk  bekerja  pada  suatu  perusahaan  

atau  suatu  instansi.  Penyerapan  tenaga  kerja  ini  akan 

menampung   semua   tenaga   kerja   yang   tersedia   apabila   

lapangan   pekerjaan   yang   tersedia mencukupi  atau  

seimbang  dengan  banyaknya  tenaga  kerja  yang  tersedia.
43

 

Tenaga  Kerja yang terserap merupakan bagian dari penduduk 

dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain 

mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari 

pekerjaan, mereka yang bersekolah dan mereka yang mengurus 

rumah tangga.
44

 Menurut   Kuncoro penyerapan tenaga kerja 

adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang 

tercermin dari banyaknya jumlah penduduk  yang  bekerja.  

Penduduk  yang  bekerja terserap     dan     tersebar     di     

berbagai     sektor perekonomian.   Terserapnya   penduduk   

bekerja disebabkan  oleh  adanya  permintaan  akan  tenaga 

                                                      
42 Amal Irnando, Zulaikah, and Dedi Satriawan, “Terhadap Pengangguran 

Terbuka Provinsi Di Pulau Sumatera Dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Analisis Data 

Panel Pada Tahun 2015-2024 ) Analysis of the Effect of Local Original Income , 

Labor Force Participation Rate and Provincial Minimum Wage on Provincial,” 

Journal Balitbangda Lampung 13, no. 1 (2024): 1–19. 
43 Wiwin Priana Moch Mashuri Alfin M, “Analisis Pengaruh Angkatan Kerja, 

Investasi, Upah Minimum Kabupaten / Kota(UMK), Dan Inflasi Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja Di Kabupaten Tuban,” Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 9 (2022): 

2978–88. 
44 Ali Hardana Yasin Al Hasyim, Azwar Hamid, “Analisis Penyerapan Tenaga 

Kerja Pada Industri Tahu Di Kota Padangsidumpuan,” Profetik Jurnal Ekonomi 

Syariah 2, no. 1 (2023): 731–42. 
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kerja.  Oleh  karena  itu,  penyerapan  tenaga  kerja dapat  

dikatakan  sebagai  permintaan  tenaga  kerja.
45

 

 Dalam  Undang-Undang    Republik    Indonesia    

Nomor    13    Tahun    2003    tentang    ketenagakerjaan,  

disebutkan  ketenagakerjaan  adalah  segala  hal  yang  

berhubungan  dengan  tenaga  kerja  pada  waktu  sebelum,  

selama,  dan  sesudah  masa  kerja. Menurut Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Di 

Indonesia sendiri terdapat batas  usia kerja yang berlaku, yakni 

dari usia 15 tahun sampai 64 tahun.
46

 

2. Teori Pasar Tenaga Kerja (Alfred Marshall) 

 Teori Pasar Tenaga Kerja yang dikemukakan oleh Alfred 

Marshall dalam Principles of Economics memandang pasar 

tenaga kerja sebagai suatu mekanisme yang mempertemukan 

permintaan tenaga kerja (labor demand) dan penawaran tenaga 

kerja (labor supply). Sama seperti pasar barang dan jasa, 

keseimbangan pasar tenaga kerja terbentuk melalui interaksi 

antara permintaan dan penawaran yang tercermin dalam 

tingkat upah yang berlaku di pasar. Menurut Marshall (1920), 

tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang 

penting dalam kegiatan ekonomi. Permintaan terhadap tenaga 

kerja bersifat derived demand atau permintaan turunan, yaitu 

permintaan yang muncul karena adanya kebutuhan perusahaan 

untuk menghasilkan barang dan jasa yang diminta oleh 

konsumen. Oleh karena itu, peningkatan permintaan terhadap 

barang dan jasa akan mendorong perusahaan meningkatkan 

produksi sehingga kebutuhan tenaga kerja juga meningkat.
 47 

                                                      
45 Yuni Maulida Guszalina, Suci, Sri Endang Kornita, “Analisis Penyerapan 

Tenaga Kerja Perempuan Di Provinsi Riau,” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 11, no. 4 

(2022): 694–702. 
46 “Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2, Tentang 

Ketenagakerjaan,” n.d. 
47 Aryntika Cahyantini, “Ekonomi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia” 

(Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, 2024). 
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 Di sisi lain, penawaran tenaga kerja berasal dari individu 

yang bersedia menawarkan tenaga dan keahliannya untuk 

memperoleh upah. Tingkat upah menjadi faktor penting yang 

memengaruhi jumlah tenaga kerja yang bersedia bekerja. 

Semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan, semakin besar 

kecenderungan individu untuk memasuki pasar kerja. Marshall 

menjelaskan bahwa keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi 

ketika jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan jumlah 

tenaga kerja yang ditawarkan. Apabila tingkat upah ditetapkan 

di atas tingkat keseimbangan pasar, maka biaya tenaga kerja 

yang harus ditanggung perusahaan akan meningkat sehingga 

perusahaan cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja yang 

digunakan. Sebaliknya, apabila tingkat upah berada pada 

tingkat yang sesuai dengan kondisi pasar maka akan 

mendorong terciptanya keseimbangan antara permintaan dan 

penawaran tenaga kerja.
48

 

3. Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Islam 

  Dalam perspektif Islam, penyerapan tenaga kerja 

didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan 

keberkahan, di mana kerja dipandang sebagai ibadah dan 

amanah dari Allah yang harus dilakukan dengan niat yang baik 

serta memenuhi hak dan kewajiban secara adil. Pandangan   

ekonomi   Islam   pada tenaga   kerja   adalah   segala   usaha   

dan ikhtiar    yang    dilakukan    oleh    anggota badan   atau   

pikiran   untuk   mendapatkan imbalan yang pantas, termasuk 

jenis kerja yang  dilakukan  fisik  atau  pikiran. Al-Qur'an 

memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan 

menerangkan dengan jelas bahwa manusia   diciptakan   di   

bumi   ini   untuk Bekerja keras untuk mencari penghidupan 

masing-masing. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan dalam 

                                                      
48 Aprillia Nilasari Muhammad Rafly Gunawan, “Analisis Penyerapan Tenaga 

Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah,” Jurnal Media Akademik 4, no. 5 

(2026): 1–15. 
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islam adalah pekerjaan yang   dilakukan   dengan   

kemampuannya sendiri dan bermanfaat.
49

  

  Menurut Ibn Khaldun kerja merupakan implementasi 

fungsi kekhalifahan manusia yang diwujudkan dalam 

menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditimbulkan dari hasil 

kerja. Tujuan utama bekerja adalah untuk memenuhi 

kebutuhan dasar kehidupan, seperti kepemilikan yang halal dan 

tercukupi kebutuhan dasar manusia untuk mampu hidup 

berkelanjutan.
50

 Dalam  Islam,  bekerja  dan berkontribusi 

sebagai tenaga kerja merupakan kewajiban bagi setiap individu 

yang mampu, karena melalui pekerjaan seseorang dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya, memberikan manfaat bagi 

masyarakat, serta meraih keberhasilan di dunia dan akhirat. 

Hal tersebut ditegaskan dalam Al-Qur’an yang menjelaskan 

bahwa setiap manusia akan memperoleh hasil sesuai dengan 

usaha yang dilakukannya, sebagaimana tercantum dalam 

firman Allah SWT pada Surah An-Najm ayat 39: 

ا مَا سَعٰىۙ 
َّ
سَانِ اِل

ْ
ن اِ
ْ
يْسَ لِل

َّ
نْ ل

َ
۝٣٩وَا  

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada 

memperoleh selain apa yang telah di usahakannya”. (QS. An-

Najm ayat 39 ) 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa kesuksesan tidak diraih 

dengan mudah, melainkan melalui perjuangan dan kerja keras. 

Islam mengajarkan bahwa hasil yang diperoleh seseorang 

bergantung pada tingkat usaha yang dilakukan. Oleh karena 

itu, bekerja dan berusaha merupakan bagian dari implementasi 

ajaran Islam yang tidak hanya bertujuan untuk memperoleh 

penghasilan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung 

jawab manusia dalam memakmurkan kehidupan di muka 

                                                      
49 Ana Santika Mulyadi, Ayu Aristika, “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja 

Dalam Perspektif Islam (Sebuah Konsep Dan Upah),” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 

Islam, 2023. 
50 Hanifiyah Yu;iatul Hijriah and Elfira Maya Adiba, “Pasar Tenaga Kerja: 

Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Islam The Labor Market: An Overview from an 

Islamic Perspective Hanifiyah,” TIJAB (The International Journal of Applied 

Business) 3, no. 1 (2019): 24. 
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bumi. Al-Qur’an  dan  Hadits  menjadi  sumber  utama  ajaran  

Islam  yang  menjadi  pedoman  bagi  umatnya dalam 

membimbing kehidupan, terutama dalam ranah 

perekonomian.
51

 

Dalam sebuah proses itu tidak luput dari yang namanya 

usaha, usaha merupakan sesuatu yang mengiringi seseorang 

dalam mencapai sebuah tujuan. Usaha juga termasuk ke dalam 

ibadah, asalkan yang kita usahakan tidak melenceng dari 

syariat Islam. Usaha juga dapat di lakukan melalui gerakan 

fisik maupun melalui pemikiran tergantung tujuan dan 

keinginan yang ingin di capai. Sebagaimana di riwayatkan 

dalam hadist:
52 

سْبِهِ 
َ
جُلِ مِنْ ك دَ الرَّ

َ
سْبِهِ وَإِنَّ وَل

َ
 مِنْ ك

ُ
جُل  الرَّ

َ
ل
َ
ك
َ
طْيَبَ مَا أ

َ
  إِنَّ أ

  Artinya: “Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan 

oleh seseorang adalah hasil usahanya sendiri dan anaknya 

termasuk usahanya juga”. (HR. An-Nasa’i dan Ibn Ḥibban)  

 

  Hadits tersebut menjelaskan bahwa Islam sangat 

menghargai hasil kerja dan usaha yang dilakukan secara 

mandiri serta diperoleh dengan cara yang halal. Seseorang 

dianjurkan untuk bekerja dan berusaha secara sungguh-

sungguh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena 

penghasilan yang diperoleh dari usaha sendiri memiliki nilai 

yang baik dan mulia di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, 

bekerja dan berusaha tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, 

tetapi juga mengandung nilai ibadah, tanggung jawab, dan 

kemandirian dalam kehidupan manusia.
53

 

 

 

 

                                                      
51 Sania Nuraziza Risma Wati, Liya Ermawati, “Analisis Pengaruh Upah Dan 

Tingkat Pendidikan Terhadap Pasar Tenaga Kerja Indonesia: Perspektif Ekonomi 

Islam,” Journal Of Economics and Accounting 6, no. 1 (2025): 31–44. 
52 “Tafsir Surah An-Najm 39,” n.d., https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-najm-

ayat-39/. 
53 Sya’idun, “Bekerja Dalam Pandangan Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Secara 

Tematik Hadits Nabi Muhammad Saw,” Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 9, 

no. 1 (2023): 77–92. 
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C. Inflasi 

1. Pengertian Inflasi 

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya 

harga barang secara umum dan terus menerus. Inflasi terjadi 

dengan kenaikan harga umum, baik barang-barang, jasa-jasa 

maupun faktor produksi. Apabila tingkat inflasi tinggi dalam 

suatu perekonomian maka akan mengakibatkan perubahan-

perubahan output, kesempatan kerja, dan dapat mengakibatkan 

pengangguran. Sementara definisi lain menegaskan bahwa 

inflasi terjadi pada saat kondisi ketidakseimbangan 

(disequilibrium) antara permintaan dan penawaran agregat, 

yaitu lebih besarnya permintaan agregat daripada penawaran 

agregat. Inflasi yang terjadi semakin melemahnya daya beli 

yang diikuti dengan semakin menurunnya nilai riil dari mata 

uang suatu negara tersebut.
54

 

Berdasarkan tingkatannya, inflasi dibagi menjadi empat 

tingkatan, yaitu: 

a. Inflasi Ringan (Mild Inflation), terjadi apabila kenaikan 

harga-harga kebutuhan pokok berada di bawah 10% 

setahun. Jenis inflasi ini ditandai dengan peningkatan laju 

inflasi yang rendah.   

b. Inflasi Sedang (Moderate Inflation), terjadi apabila 

kenaikan harga-harga kebutuhan pokok berada antara 

10%-30% setahun. Jenis inflasi ini ditandai dengan 

kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu yang 

singkat. 

c. Inflasi berat (Heavy Inflation), terjadi apabila kenaikan 

harga-harga kebutuhan pokok berada antara 30%-100% 

setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat 

naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. 

d. Inflasi tidak terkendali (Hyperinflation), terjadi apabila 

kenaikan harga harga-harga kebutuhan pokok berada di 

atas 100% setahun. Jenis-jenis inflasi ini sangat dirasakan 

                                                      
54 Ahmad Mukri Aji & Syarifah Gustiawan Mukri, “Strategi Moneter Berbasis 

Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi)” (Yogyakarta: CV Budi Utama, 

2020), 66. 
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karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih 

dari 100 persen setahun.
55

 

  Sedangkan berdasarkan penyebabnya, inflasi 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Demand Pull Inflation adalah kenaikan harga-harga yang 

disebabkan oleh adanya gangguan pada sisi permintaan 

barang dan jasa. Kenaikan permintaan barang yang tidak 

seimbang dengan kenaikan penawaran akan mendorong 

harga naik sehingga terjadi inflasi. Dalam demand pull 

inflation, kenaikan harga barang akhir (output) 

mendahului kenaikan harga barang input dan harga faktor 

produksi misalnya tingkat upah. Peningkatan permintaan 

tersebut dapat terjadi karena peningkatan belanja 

pemerintah atau swasta, peningkatan permintaan ekspor 

dan peningkatan permintaan barang untuk kebutuhan 

konsumsi masyarakat seperti pada hari raya.
56

 

2) Cost Push Inflation adalah kenaikan harga-harga yang 

disebabkan oleh adanya gangguan dari sisi penawaran 

barang dan jasa atau biasa disebut supply shock inflation, 

biasanya ditandai dengan kenaikan harga yang disertai 

oleh turunnya produksi atau output. Keadaan ini dimulai 

dengan adanya penurunan penawaran total (aggregate 

supply) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Faktor 

lain yang menyebabkan perubahan aggregate supply 

antara lain terjadinya kenaikan biaya produksi, kenaikan 

tingkat upah karena penerapan UMR baru atau tuntutan 

serikat buruh, kenaikan bahan bakar minyak, kenaikan 

bahan baku, harga barang di dalam negeri, dan harga 

barang impor atau karena kekakuan struktural.
57
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2. Teori Inflasi  

Secara garis besar terdapat tiga teori utama mengenai 

inflasi di antaranya sebagai berikut: 

a. Teori Kuantitas 

kaum klasik berpendapat bahwa tingkat harga dalam 

perekonomian ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. 

Harga akan naik apabila terjadi penambahan uang yang 

beredar yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah 

barang dan jasa yang tersedia dipasar. Teori ini 

menekankan bahwa inflasi pada dasarnya merupakan 

fenomena moneter yang dipengaruhi oleh jumlah uang 

beredar dan ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan 

harga. Ketika masyarakat memperkirakan harga akan terus 

meningkat, perilaku konsumsi dan kegiatan ekonomi 

dapat berubah sehingga mendorong kenaikan harga yang 

lebih tinggi.
58

 

b. Teori Keynes 

Menurut Keynes, inflasi terjadi karena adanya 

peningkatan permintaan agregat yang melebihi 

kemampuan perekonomian dalam menyediakan barang 

dan jasa. Inflasi muncul ketika masyarakat berusaha 

meningkatkan konsumsi dan pengeluaran nya melebihi 

kapasitas produksi yang tersedia. Teori keynes 

menekankan bahwa persaingan antar golongan masyarakat 

dalam memperoleh barang, jasa, dan pendapatan dapat 

mendorong permintaan agregat menjadi lebih besar 

daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar 

sehingga menyebabkan kenaikan harga secara umum. 

Oleh karena itu, inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh 

jumlah uang beredar, tetapi juga oleh peningkatan 

permintaan agregat dalam perekonomian. 

c. Teori struktural 

Teori ini menjelaskan bahwa inflasi terjadi akibat 

adanya ketidakseimbangan dalam struktur perekonomian, 
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terutama karena pertumbuhan produksi barang dan jasa 

yang lebih lambat dibandingkan kebutuhan masyarakat. 

Teori ini menyoroti bahwa inflasi tidak
59

 hanya 

disebabkan oleh jumlah uang beredar atau peningkatan 

permintaan agregat, tetapi juga oleh keterbatasan kapasitas 

produksi pada sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. 

Oleh karena itu, teori ini sering disebut sebagai teori 

inflasi jangka panjang.
60

 

3. Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian 

Adapun dampak Inflasi terhadap perekonomian yaitu 

sebagai berikut:  

a. Penurunan Daya Beli Masyarakat  

Inflasi menyebabkan menurunnya daya beli 

masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan 

tetap, seperti pekerja dan pensiunan, yang tidak dapat 

menyesuaikan pendapatannya dengan laju inflasi. Nilai 

uang menurun, sehingga masyarakat perlu menggunakan 

uang lebih dari biasanya untuk memperoleh barang yang 

sama. 

b. Ketidakstabilan Ekonomi  

Inflasi juga menimbulkan ketidakpastian dalam 

perekonomian, sehingga mengganggu perencanaan dan 

pengambilan keputusan investasi, serta dapat 

menyebabkan instabilitas dalam pasar keuangan. 

Ketidakpastian ekonomi dapat menghambat investasi 

karena ketidakpastian harga di masa depan.  

c. Penurunan Kesejahteraan Masyarakat 

Dampak inflasi yang paling serius adalah penurunan 

kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok 

miskin dan rentan, yang tidak mampu mempertahankan 

daya beli mereka. Inflasi dapat merugikan kelompok 

pendapatan tetap, seperti pensiunan, karena pendapatan 

mereka tidak meningkat seiring kenaikan harga.
61
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4. Inflasi Dalam Perspektif Islam 

Dalam pandangan ekonomi Islam, inflasi tidak hanya 

dipandang dari sisi teknis ekonomi semata, tetapi  juga  dilihat  

dari  segi  moral,  keadilan,  dan  kesejahteraan  umat. Sistem  

ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan 

yang adil, pelarangan riba, dan pencegahan praktik ekonomi 

yang  merugikan  masyarakat seperti penimbunan dan 

spekulasi.
62

  Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat 

sangat buruk bagi perekonomian karena: Menimbulkan 

gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi 

tabungan, fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari 

unit perhitungan. Melemahkan semangat menabung dan sikap 

terhadap menabung dari masyarakat. Meningkatkan 

kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer 

dan barang- barang mewah.
63

 

Prinsip-prinsip ekonomi islam seperti larangan riba 

(bunga)  dan  kewajiban  zakat  dapat  menjadi  dasar  dalam  

mengambil keputusan untuk mengontrol inflasi yang adil dan 

seimbang. Oleh karena itu upaya  pengendalian inflasi dalam 

ekonomi islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan 

masyarakat serta mencegah berbagai bentuk kerugian yang 

dapat mengganggu kesejahteraan umat.
64

 Hal ini sejalan 

dengan firman Allah SWT dalam QS. Asy-Syu’ara ayat 183:  

رْضِ مُفْسِدِيْنََۚ 
َ
ا
ْ
ا تَعْثَوْا فِى ال

َ
شْيَاۤءَهُمْ وَل

َ
ا تَبْخَسُوا النَّاسَ ا

َ
۝١وَل ٨٣  

Artinya: “Janganlah kamu merugikan manusia dengan 

mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di 

bumi.” (QS. Asy-Syu’ara ayat 183) 

 

ayat di atas menegaskan larangan untuk merugikan orang 

lain dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam 
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kegiatan ekonomi. Dalam konteks inflasi, kenaikan harga 

yang tidak terkendali dapat merugikan masyarakat karena 

menurunkan daya beli dan mengurangi kemampuan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Praktik 

ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, seperti 

penimbunan barang (ihtikar) dan manipulasi harga, juga 

dapat memperburuk kondisi inflasi serta menimbulkan 

kerugian bagi masyarakat. Oleh  karena  itu,  dalam  

perekonomian  Islam,  pengendalian  inflasi  sangat  penting  

agar  tidak menimbulkan  kerusakan  (mafsadah)  yang  lebih  

besar.  Islam  menekankan  pentingnya  peran  negara atau  

otoritas  untuk  mengawasi  harga,  mencegah  penimbunan,  

serta mendorong  aktivitas ekonomi yang sehat dan produktif. 

Melalui instrumen ekonomi Islam inflasi  dapat  ditekan  dan  

diarahkan  agar  tetap  memberikan  manfaat  bagi masyarakat 

tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kesejahteraan 

bersama.
65

 

 

D. Upah Minimum Provinsi 

1. Pengertian Upah Minimum Provinsi  

Upah minimum provinsi (UMP) adalah upah minimum 

yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. 

Upah minimum ini ditetapkan setiap satu tahun sekali oleh 

Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan 

Provinsi.
66

 Pemberian  upah kepada  pekerja bertujuan   agar   

para   pekerja   mendapatkan penghasilan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan  hidup  yang  layak. Masing-

masing daerah mempunyai standar kebutuhan hidup yang 

berbeda sehingga situasi ini menjadikan besaran upah 

                                                      
65 Et.al Bayu Euro Pamungkas Putra, Adinda Rizqi, Nia Alfiyanti, “Ekonomi 
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minimum tidak berlaku secara nasional namun hanya berlaku 

untuk wilayah tertentu.
67

 

Dalam  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  

Transmigrasi  No.7  tahun  2013  menyatakan upah  minimum  

yaitu  upah  bulanan  terendah  yang  ditetapkan  oleh  

gubernur  sebagai  jaring pengaman.  Pemerintah  

memberlakukan  upah  minimum  agar  dapat  menjangkau  

sebagian  kecil pekerja atau buruh. Penentuan kebijakan upah 

minimum didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu : 

biaya kebutuhan hidup minimum, tingkat inflasi, upah 

minimum antar daerah, kondisi pasar tenaga kerja, dan 

pendapatan per kapita. Melalui penerapan kebijakan upah 

minimum secara tepat diharapkan akan mengurangi migrasi 

dari desa ke kota.
68

 

2. Teori Upah Efisiensi (Efficiency wage) 

Teori ini dikembangkan oleh Carl Shapiro dan Joseph E. 

Stiglitz menjelaskan bahwa perusahaan dapat meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja dengan membayar upah yang lebih 

tinggi dari tingkat pasar. Upah yang lebih tinggi menciptakan 

insentif bagi pekerja untuk bekerja lebih keras, mengurangi 

tingkat ketidakhadiran, serta meningkatkan loyalitas terhadap 

perusahaan.
69

 

Teori ini berasumsi bahwa tenaga kerja akan memberikan 

kinerja yang lebih baik ketika memperoleh upah yang lebih 

tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko moral 

hazard (seperti pekerja yang bekerja tidak optimal), serta 

menekan tingkat pergantian tenaga kerja (turnover). Meskipun 

perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk 

upah, peningkatan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja 

yang dihasilkan dapat mengimbangi biaya tersebut. Dengan 

demikian, teori ini menjelaskan bahwa pemberian upah yang 
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lebih tinggi dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih 

produktif dan efisien serta mengurangi berbagai permasalahan 

ketenagakerjaan, seperti absensi dan tingginya pergantian 

tenaga kerja.
70

 

3. Jenis-Jenis Upah 

Jenis-jenis upah yang terdapat dalam berbagai 

Kepustakaan Hukum Perburuhan dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

a. Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan 

kepada buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan 

pengarahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.  

b. Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima 

oleh seorang buruh yang berhak. Upah nyata ini 

ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak 

tergantung dari: 

c. Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima.  

d. Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. 

e. Upah hidup yaitu upah yang diterima buruh, relatif cukup 

untuk membiayai keperluan hidupnya  secara  luas  yang  

tidak  hanya  kebutuhan  pokoknya  saja,  melainkan  juga 

kebutuhan sosial dan keluarganya seperti pendidikan, 

asuransi, rekreasi, dan lainnya. 

f. Upah minimum ialah suatu standar minimum yang 

digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri  

untuk  memberikan  upah  kepada pekerja  di  dalam  

lingkungan  usaha.
71

 

4. Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah ijarah. Secara 

Etimologis kata Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti 

al-‘iwad yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. 

Upah merupakan kompensasi yang diberikan kepada pekerja 

atas jasa atau tenaga yang telah diberikan dalam proses 
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produksi maupun kegiatan ekonomi lainnya. Upah dapat 

dipahami sebagai sejumlah pendapatan yang diterima pekerja 

dalam periode tertentu, baik harian, mingguan, maupun 

bulanan.
 72

 

Islam memandang upah sebagai hak pekerja yang harus 

diberikan secara adil dan layak. Upah dalam Islam tidak 

hanya sebatas imbalan atas jasa yang diberikan, tetapi juga 

memiliki dimensi moral dan spiritual.
73

 Konsep upah yang 

adil dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, kelayakan, 

dan kebajikan. 

a. Prinsip Keadilan dalam penetapan upah berarti bahwa 

upah harus diberikan sesuai dengan pekerjaan yang 

dilakukan dan kontribusi yang diberikan oleh pekerja. 

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahqaf ayat 19: 

هُمْ 
َ
عْمَال

َ
يَهُمْ ا ِ

وْاَۚ وَلِيُوَف 
ُ
ا عَمِل ٍّ دَرَجٰتٌ مّ َِّ

 
مُوْنَ  وَلِكُل

َ
ا يُظْل

َ
۝١وَهُمْ ل ٩  

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat 

menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah 

mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan 

mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (QS. Al-Ahqaf 

ayat 19) 

Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang akan 

mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya, 

termasuk dalam konteks pekerjaan dan upah.
74

 

b. Prinsip Kelayakan dalam penetapan upah mengharuskan 

upah yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidup pekerja dan keluarganya secara wajar. Upah tidak 

boleh terlalu rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan 

dasar, tetapi juga tidak boleh terlalu tinggi sehingga 

memberatkan perusahaan. Rasulullah SAW bersabda:  
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فَّ عَرَقُهُ  نْ يَجِ
َ
 أ
َ
جْرَهُ قَبْل

َ
جِيرَ أ

َ
أ
ْ
عْطُوا ال

َ
 أ

Artinya: “Berikanlah pekerja upahnya sebelum 

keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).  

 

Hadis ini mengisyaratkan bahwa upah harus diberikan 

secara tepat waktu dan dalam jumlah yang memadai.
75

 

c. Prinsip kebajikan dalam penetapan upah mendorong 

pengusaha untuk memberikan upah yang lebih tinggi dari 

standar minimum jika memungkinkan. Pemberian upah 

yang melebihi kebutuhan dasar pekerja merupakan bentuk 

apresiasi atas dedikasi dan loyalitas pekerja, serta wujud 

tanggung jawab sosial perusahaan. Namun demikian, 

kebajikan dalam pemberian upah tetap harus 

memperhatikan kemampuan finansial perusahaan dan 

tidak menimbulkan kerugian.
76

 

Dalam perspektif Islam upah dapat digolongkan 

menjadi 2 yaitu: 

1. Upah yang telah disebutkan (ajr al-musamma) yaitu 

upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, 

syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai 

adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak). 

2. Upah yang sepadan (ajr al-mitli) adalah upah yang 

sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan 

kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang 

dituntut sebagai kompensasi dalam transaksi yang 

sejenis pada umumnya.
77

 

 

E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

1. Definisi UMKM 

Di Indonesia, definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Berdasarkan Pasal 1 dari 
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Undang-Undang tersebut, Usaha Mikro adalah usaha 

produktif milik orang perseorangan atau badan usaha 

perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah 

atau usaha besar.
78

 

Sementara itu, usaha menengah adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dari usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha 

besar.
79

 

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

usaha mikro, kecil, dan menengah pada bab IV Pasal 6, 

kriteria UMKM dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, 

dan usaha menengah berdasarkan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan yang dimiliki oleh suatu usaha. 

Adapun kriteria UMKM adalah sebagai berikut:
 80

 

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria yaitu: 

1) Memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000,00 (lima 

puluh paling banyak juta rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha. 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
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b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria 

yaitu: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah). 

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan 

Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria 

yaitu:  

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha.
 
 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
81

 

 

 

 

                                                      
81 Tulus T.H. Tambunan, “UMKM Di Indonesia Perkembangan, Kendala, Dan 

Tantangan” (Jakarta: Prenada, 2021), 10. 
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3. Teori Dualisme Ekonomi  

Teori Dualisme Ekonomi yang dikemukakan oleh W. 

Arthur Lewis pada tahun 1954. Menurut Lewis, perekonomian 

di negara berkembang terdiri atas dua sektor, yaitu sektor 

tradisional dan sektor modern. Sektor tradisional umumnya 

memiliki produktivitas yang rendah, sedangkan sektor modern 

memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan mampu 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam proses 

pembangunan ekonomi, tenaga kerja akan berpindah ke sektor 

yang lebih produktif sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
82

 

Berdasarkan teori tersebut, UMKM berperan sebagai 

salah satu sektor yang mampu menciptakan dan memperluas 

kesempatan kerja. Keberadaan UMKM dapat menjadi sarana 

untuk menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi 

pengangguran dan meningkatkan aktivitas ekonomi 

masyarakat. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah UMKM 

yang berkembang, maka semakin besar pula peluang 

penyerapan tenaga kerja yang tersedia.
83

 

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam 

Dalam ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu 

kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan beribadah, 

menuju kesejahteraan sosial. Dalam Islam, berusaha atau 

berbisnis adalah tindakan yang jelas diperbolehkan. Dapat 

dilihat bahwa Nabi Muhammad sendiri awalnya adalah 

seorang pedagang atau wiraswasta, dan terdapat bukti banyak 

dari para sahabat Nabi pada masa lalu yang merupakan 

pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang 

signifikan. Manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan 

menjadi wakil-Nya di dunia ini, dan untuk mewujudkan hal 

tersebut, diperlukan upaya keras dari manusia. Upaya tersebut 

terutama terkait dengan pengelolaan amanah yang diberikan 

                                                      
82 Dr. M. Afdhal Chatra P, SE, “Ekonomi Sumber Daya Manusia...” Hlm. 42.  
83 Yunie Rahayu, Ahmad Soleh, and Putri Marbingah, “Analisis Pengaruh 

Jumlah UMKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja,” Prosiding Seminar Nasional 

Teknologi Komputer Dan Sains 3, no. 1 (2025): 1–8. 
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oleh Allah. Di era saat ini, upaya tersebut sering disebut 

dengan berbisnis atau berwirausaha. Upaya berupa berbisnis 

atau berwirausaha ini tentu ujungnya mengarah kepada 

kesejahteraan.
84

 

Dalam perspektif syariah, peran UMKM meliputi segala 

kegiatan yang memberikan manfaat bagi orang lain, seperti 

membuka peluang kerja baru dengan prinsip kejujuran dan 

tanpa merugikan pelaku usaha lainnya. Keberadaan UMKM 

tersebut dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 

Selain itu, setiap pelaku usaha juga harus bertanggung jawab 

atas segala aktivitas usaha yang dijalankannya.
85

 Hal ini 

sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Muddasir Ayat 

38:  

سَبَتْ رَهِيْنَةٌۙ    
َ
 نَفْسٍّ ۢ بِمَا ك

ُّ
ل
ُ
۝٣ك ٨  

Artinya: “ Setiap orang bertanggung jawab atas apa 

yang telah ia lakukan” (QS. Al-Muddasir Ayat 38) 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia 

bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. 

Dalam kegiatan usaha, prinsip tanggung jawab tersebut 

menjadi landasan bagi pelaku UMKM untuk menjalankan 

usahanya secara jujur, amanah, dan sesuai dengan ketentuan 

syariah sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri 

maupun masyarakat. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap 

bisnis yang dijalankannya juga harus diwujudkan melalui 

sikap keterbukaan, integritas, pelayanan yang optimal, serta 

senantiasa melakukan yang terbaik dalam setiap kegiatan 

usaha. Dengan demikian, usaha yang dijalankan tidak hanya 

berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada 

                                                      
84 Febi Wan Dwi Putra dan Karta Pramadeka, “Strategi Pengembangan Usaha 

Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Syariah” (Kota Bengkulu: CV. Sinar Jaya Besi, 

2024). 
85 Ibid, Hlm. 39.  
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terciptanya keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak 

yang terlibat.
86

 

Selain menekankan tanggung jawab dalam menjalankan 

usaha, ekonomi Islam juga mengatur berbagai prinsip yang 

harus diterapkan dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam 

pengembangan UMKM. Dalam perspektif ekonomi Islam, 

UMKM merepresentasikan tiga prinsip utama yang menjadi 

fondasi perekonomian yang berkah dan inklusif. Adapun 

ketiga prinsip tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Prinsip  keadilan terwujud  melalui  distribusi  sumber  

daya  dan  peluang  usaha  yang  merata,  terutama  bagi 

masyarakat   menengah   ke   bawah,   sehingga   

kesenjangan   sosial   dan   ekonomi   dapat 

diminimalkan.
87

 

b. Prinsip  keseimbangan tercermin  dalam  pemerataan  

akses  modal,  pelatihan, teknologi, serta komitmen 

menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial, 

sehingga pertumbuhan  usaha  berjalan  selaras  dengan  

keberlanjutan  hidup  masyarakat. 

c.  prinsip kemaslahatan mengarahkan UMKM untuk 

mengutamakan manfaat bagi kepentingan umum,   

memberdayakan   kelompok   marginal,   dan   memenuhi   

kebutuhan   pokok   secara berkelanjutan. 

Sinergi  ketiga  prinsip  ini  menjadikan  UMKM  

bukan  hanya  penggerak ekonomi, tetapi juga instrumen 

strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan 

sesuai dengan nilai-nilai Islam.
88

 

 

 

                                                      
86 Nurmeiny Putri Ramadhany, Havis Aravik, and Choirunnisak Choirunnisak, 

“Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah (UMKM) Pada Rozza Bakery Palembang,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Perbankan Syariah (JIMPA) 3, no. 1 (2023): 13–26. 
87 Nurmeiny Putri Ramadhany, Havis Aravik, and Choirunnisak Choirunnisak, 

Hlm. 15.  
88 Yeni Silvia Afriani, “Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) 

Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Di Kabupaten Aceh Barat Daya)” 32, no. 3 (2021): 167–86. 
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F. Kerangka Konseptual 

Kerangka berpikir adalah model konseptual bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi 

sebagai masalah penting. Adapun kerangka berpikir pada 

penulisan penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

    : Hubungan parsial 

    : Hubungan Simultan 

 

Kerangka pikir yang baik menjelaskan secara teoritik 

mengenai pertautan antar variabel yang akan diteliti. Secara 

teoritik, peneliti perlu menjelaskan hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Jika dalam penelitian terdapat 

variabel moderator atau intervening, maka harus dijelaskan pula 

alasan mengapa variabel tersebut dilibatkan dalam penelitian. 

Pertautan antar variabel tersebut digambarkan melalui paradigma 

Inflasi 

X1 

Upah Minimum 

Provinsi 

X2 

Jumlah UMKM 

X3 

Penyerapan Tenaga 

Kerja 

Y 

Perspektif 

Ekonomi Islam 
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penelitian, sehingga setiap penyusunan paradigma penelitian 

harus didasarkan pada kerangka berpikir yang jelas dan sistematis. 

Penelitian yang melibatkan dua variabel atau lebih biasanya 

memiliki hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan 

(korelasi). Oleh karena itu, dalam penyusunan hipotesis yang 

berbentuk hubungan maupun komparasi, diperlukan kerangka 

berpikir yang logis dan terarah. Kerangka konseptual berfungsi 

untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian, serta memperjelas 

dan menekankan akar pemikiran yang digunakan dalam 

penelitian. 

Dalam penelitian ini, hubungan antar variabel dijelaskan 

bahwa Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung merupakan 

variabel dependen (Y), sedangkan Inflasi sebagai variabel 

independen pertama (X₁), Upah Minimum Provinsi sebagai 

variabel independen kedua (X₂), dan Jumlah UMKM sebagai 

variabel independen ketiga (X3) Penelitian ini akan menguji 

sejauh mana Inflasi, Upah Minimum Provinsi dan Jumlah UMKM 

berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi 

Lampung. 

 

G. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan jawaban 

sementara, karena jawaban baru didasarkan kepada teori yang 

relevan. Belum didasarkan pada fakta -fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data.
89

 Dengan mengacu pada 

rumusan masalah, tinjauan teoritis dan beberapa penelitian 

terdahulu yang diuraikan sebelumnya, Maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengaruh Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 

Provinsi Lampung 

Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan 

terus menerus dalam satu periode tertentu. Ketika  inflasi  

                                                      
89 Bambang Sudaryana dan H.R. Ricky Agusiady, Metodologi Penelitian 

Kuantitatif (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022). 
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meningkat, maka harga barang dan jasa dalam negeri akan 

mengalami kenaikan. Ketika Inflasi naik, daya beli 

masyarakat menurun dan biaya operasional perusahaan 

meningkat, yang mendorong perusahaan untuk menekan 

pengeluaran termasuk mengurangi perekrutan atau bahkan 

melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga penyerapan 

tenaga kerja ikut menurun. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Esthi Bhakti Warapsari, Wahyu Hidayat dan Arfida 

Boedirochminarni (2020) menyatakan bahwa variabel Inflasi 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Itu artinya apabila terjadi 

kenaikan inflasi, maka akan menurunkan penyerapan tenaga  

kerja  di  Provinsi Jawa Timur. Inflasi dikatakan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

karena jumlah rata-rata inflasi di Provinsi Jawa Timur masih 

tergolong rendah. Oleh karena itu peneliti mengajukan 

hipotesis 1: 

H1: Diduga Inflasi berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi 

Lampung pada Tahun 2015-2024. 

 

b. Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja di Provinsi Lampung  

Upah  merupakan  suatu  imbalan  yang  diberikan  dari  

perusahaan  ke karyawan  yang  diperoleh  dari  hasil  kerja  

keras  yang  telah  dilakukan  selama bekerja. Dalam  teori  

neoklasik mengatakan  bahwa  upah  yang  di  dapatkan telah 

sesuai dengan pertambahan hasil marginal yang diperoleh 

oleh karyawan tersebut. Upah  yang  diterapkan  oleh  

pemerintah  daerah  mempunyai  pengaruh pada  permintaan  

pasar  tenaga  kerja. Seperti penelitian yang dilakukan Adelia 

Silvia dan Dwi Susilowati (2023) yang menyatakan bahwa 

variabel Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif  dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Itu artinya 

peningkatan upah  mendorong  tenaga  kerja  untuk  mencari  

pekerjaan,  dan pengusaha  menganggap  ini  baik  karena  

kenaikan  upah  tidak  mengurangi jumlah   pekerja   tetapi   
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menjadikan   strategi   untuk   meningkatkan   kinerja pekerja  

untuk  meningkatkan  produktivitas.
90

 Oleh karena itu peneliti 

mengajukan hipotesis 2:  

H2: Diduga Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Provinsi Lampung pada Tahun 2015-2024. 

 

c. Pengaruh Jumlah UMKM Terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja di Provinsi Lampung  

Definisi UMKM diatur  dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal  1 dari 

UU tersebut, dinyatakan  bahwa Usaha  mikro adalah  usaha 

produktif milik orang  perorangan atau  badan  usaha  

perorangan yang  memiliki  kriteria  usaha mikro  

sebagaimana  diatur  dalam  UU  tersebut. Selain itu, UMKM 

juga memberikan andil yang besar dalam penyerapan tenaga 

kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Diwayana Putri 

Nasution, Annisa Ilmi Faried, Aldi Agustino (2021) 

menyatakan bahwa variabel Jumlah Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.
91

 Oleh karena itu peneliti 

mengajukan hipotesis 3:  

H3: Diduga Jumlah UMKM berpengaruh Positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi 

Lampung pada Tahun 2015-2024. 

 

d. Pengaruh Inflasi, Upah Minimum Provinsi dan Jumlah 

UMKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi 

Lampung 

Penyerapan tenaga kerja adalah kemampuan suatu 

lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja sesuai kriteria 

                                                      
90 Adelia Silvia and Dwi Susilowati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa,” Jurnal Ilmu Ekonomi ( JIE ) 07, no. 04 

(2023): 531–39. 
91 Diwayana Putri Nasution, Annisa Ilmi Faried, and Aldi Agustino, “Analisis 

Determinan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Di Indonesia,” Digital Repository 

Universitas Jember 6, no. September 2019 (2021): 2019–22. 
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yang dibutuhkan. Tingkat upah berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja, di mana kenaikan upah bisa 

menurunkan jumlah tenaga kerja yang diserap, sedangkan 

penurunan upah dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja. 

Inflasi sebagai salah satu faktor makroekonomi merupakan 

proses kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus 

dalam periode tertentu. Selain itu, UMKM berperan penting 

dalam menciptakan lapangan kerja dengan memperkuat 

kewirausahaan lokal dan ekonomi masyarakat. Namun, 

peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor UMKM belum 

tentu membuat penyerapan tenaga kerja menjadi optimal. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sang Ketut Ari 

Ardiawan dan Made Suyana Utama menyatakan bahwa Inflasi 

dan Upah Minimum Provinsi secara simultan berpengaruh 

secara signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, dan 

penelitian yang dilakukan oleh Dimas A. R. S. Tasyim, 

George M. V. Kawung, Hanly F. Dj. Siwu menyatakan juga 

bahwa variabel Jumlah UMKM secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu 

peneliti mengajukan hipotesis 4:  

H4: Diduga Inflasi, Upah Minimum Provinsi dan 

Jumlah UMKM secara simultan berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung pada 

Tahun 2015-2024. 
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Lampiran 1 (Data Penelitian) 

1. Tenaga Kerja Provinsi Lampung 

Tahun Tenaga Kerja 

2015 3,715.83 

2016 3,999.71 

2017 3,991.57 

2018 4,163.78 

2019 4.186.20 

2020 4,280.11 

2021 4,284.32 

2022 4,387.97 

2023 4,697.66 

2024 4,787.59 
 

2. Inflasi Provinsi Lampung 

Tahun Inflasi 

2015 4.34 

2016 2.78 

2017 3.02 

2018 2.73 

2019 3.44 

2020 2.00 

2021 2.19 

2022 5.51 

2023 3.47 

2024 1.57 

 

3. Upah Minimum Provinsi Lampung 

Tahun Upah Minimum 

Provinsi 

2015 1,581.00 

2016 1,763.00 

2017 1,908.44 

2018 2,070.67 

2019 2,241.26 

2020 2,432.00 

2021 2,432.00 

2022 2,440.48 

2023 2,633.28 

2024 2,716.49 



 

 

4. Jumlah UMKM 

Tahun Jumlah UMKM 

2015 61.947 

2016 95.158 

2017 157.922 

2018 168.938 

2019 142.748 

2020 166.280 

2021 169.797 

2022 270.157 

2023 492.986 

2024 492.986 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lampiran 2 (Hasil Uji Olah Data) 

(Hasil Uji Asumsi Klasik) 

Uji Normalitas 

 

Uji Multikolinearitas 

Variance Inflation Factors 

Date: 05/05/26   Time: 14:27 

Sample: 2015 2024  

Included observations: 10 

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    C  27605.04  101.3888  NA 

INFLASI  242.5181  9.676250  1.088707 

UMP  0.006434  119.7116  3.054725 

UMKM  0.037713  9.727638  2.907747 

    
     

Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

Null hypothesis: Homoskedasticity 

     
     F-statistic 3.042595     Prob. F(3,6) 0.1142 

Obs*R-squared 6.033788     Prob. Chi-Square(3) 0.1100 

Scaled explained SS 1.868661     Prob. Chi-Square(3) 0.6001 

     
     



 

 

     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2  

Method: Least Squares  

Date: 05/05/26   Time: 14:28  

Sample: 2015 2024   

Included observations: 10  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 15118.39 5547.419 2.725302 0.0344 

INFLASI -324.8802 519.9587 -0.624819 0.5551 

UMP -6.013065 2.678169 -2.245215 0.0659 

UMKM 3.984183 6.484003 0.614463 0.5615 

     
     R-squared 0.603379     Mean dependent var 1633.615 

Adjusted R-squared 0.405068     S.D. dependent var 2258.720 

S.E. of regression 1742.192     Akaike info criterion 18.05285 

Sum squared resid 18211392     Schwarz criterion 18.17388 

Log likelihood -86.26425     Hannan-Quinn criter. 17.92008 

F-statistic 3.042595     Durbin-Watson stat 2.468638 

Prob(F-statistic) 0.114231    

     
      

Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags 

     
     F-statistic 3.169370     Prob. F(2,4) 0.1497 

Obs*R-squared 6.131057     Prob. Chi-Square(2) 0.0466 

     
          

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID  

Method: Least Squares  

Date: 05/05/26   Time: 14:31  

Sample: 2015 2024   

Included observations: 10  

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     



 

 

C 38.89690 129.8052 0.299656 0.7794 

INFLASI -8.656397 14.42442 -0.600121 0.5808 

UMP -0.008710 0.061204 -0.142308 0.8937 

UMKM 0.031919 0.148574 0.214839 0.8404 

RESID(-1) -1.105729 0.460871 -2.399213 0.0744 

RESID(-2) -0.646527 0.521820 -1.238985 0.2831 

     
     R-squared 0.613106     Mean dependent var 5.42E-13 

Adjusted R-squared 0.129488     S.D. dependent var 42.60432 

S.E. of regression 39.75036     Akaike info criterion 10.48682 

Sum squared resid 6320.364     Schwarz criterion 10.66838 

Log likelihood -46.43412     Hannan-Quinn criter. 10.28766 

F-statistic 1.267748     Durbin-Watson stat 1.755687 

Prob(F-statistic) 0.420978    

     
      

 

    
 

(Hasil Uji Regresi Linier Berganda) 

Dependent Variable: A_KERJA  

Method: Least Squares  

Date: 05/05/26   Time: 14:25  

Sample: 2015 2024   

Included observations: 10  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 3052.744 166.1477 18.37368 0.0000 

INFLASI -16.07592 15.57299 -1.032295 0.3417 

UMP 0.457874 0.080212 5.708269 0.0013 

UMKM 1.033487 0.194199 5.321802 0.0018 

     
     R-squared 0.982562     Mean dependent var 4249.474 

Adjusted R-squared 0.973842     S.D. dependent var 322.6269 

S.E. of regression 52.17942     Akaike info criterion 11.03643 

Sum squared resid 16336.15     Schwarz criterion 11.15746 

Log likelihood -51.18214     Hannan-Quinn criter. 10.90365 

F-statistic 112.6896     Durbin-Watson stat 3.163694 

Prob(F-statistic) 0.000012    

     
     



 

 

(Hasil Uji t) 

Variabel t-Statistik t-Tabel Prob. Keterangan 

INF -1.032295 1.94318 0.3417 H0 diterima 

UMP 5.708269 1.94318 0.0013 H0 ditolak 

UMKM 5.321802 1.94318 0.0018 H0 ditolak 

 

(Hasil Uji F) 

F-Statistik  F-Tabel Prob Keterangan 

112.6896 4.76 0.000012 H0 ditolak 
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